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Abstrak

Penelitian tentang peraruran gubenur (pergub) mengenai pelarangan
aktifitas gerakan Ahmadiyah dalam makna kelompok agama (studi kasus di
kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya) Maka dapat ditemukan
kesimpulan bahwa pasca dikeluarnya peraturan gubernur No. 12 tahun 2011 hal
ini ditanggapi secara beragam oleh kelompok-kelompok agama khususnya yang
ada diwilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kelompok agama yang dimaksud dalam
konteks penelitian ini anatara lain Nahdatul Ulama (NU), Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), serta Ahmadiyah
itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dan data
yang didapatkan dianalisis melalui pendekatan hermenutik, yang bertujuan untk
mengelaborasi makna yang tersebunyi maupun tersimpan dalam suatu teks baik
lisan maupun tulisan. Dalam sudut pandang sosiologis, bahwa praktek
keberagamaan seseorang maupun kelompok senantiasa melahirkan bentu-bentuk
plural, bahkan melahirkan kelompok yang masing-masing mempunyai
kepentinganya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan praktik keberagamaan yang
secara sosio-horizontal memunculkan wajah ganda. Di satu sisi, bisa bisa
berfungsi sebagai kekuatan integratif, di sisi lain juga berfungsi sebagai
disintegratif.

Aplikasi hubungan manusia dengan sesamanya dalam konteks memahami
suatu aturan atau hukum tidak dapat dikatakan bersifat duniawi semata, tetapi
didasarkan pada keyakinan teologis. Dalam kontes ini, tidak ada satupun aktifitas
manusia yang terlepas dari keyakinan teologisnya termasuk hubungan antar
agama yang sama, sebagaimana Ahmadiyah dan kelompok agama yang lainnya.
Munculnya peraturan gubernur (PERGUB) dalam makna kelompok agama
merupakan suatu sistem terbentuknya harmoni sosial serta konsensus
sebagaimana yang dianalisis Ralf dahrendorf. Disamping itu konflik yang terjadi
dimasyarakat didorong oleh ikatan primordialis-antroposentris yang seringkali
bersifat semu dan amat sementara bahkan rapuh, sebab ketika ada
ketersinggungan antar kelompok segera mengakibatkan penganut agama menjadi
kalut dan kemudian dihinggapi rasa permusuhan yang tidak jelas.

Hasil dari penelitian ini bahwa setiap ormas berbeda-beda dalam
menanggapi pergub,seadngkn ahmadiyah sendiri menganggap sebagi diskriminasi
dan intimidasi terhadap Ahmadiyah.Begitu pun sikap ormas yang beragam dalam
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mengimplementasikan pergub,MUI,NU,Muhammadiyah dengan mengedepankan
pendelatan persuasif,sedangkan FPI agak ngotot dalam pembubaran Ahmadiyah.

Meskipun demikian, dampak sosial atas digulirkannya peraturan tersebut,
dapat diyakini mampu melahirkan efek realistis untuk kemudian menciptakan

agen perubahan sosial.

Kata Kunci: Peraturan Gubernur, Ahmadiyah, Makna Ormas dan sikapnya
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan suatu hal yang kudus, ke-kudus-an tersebut
tercermin pada ajaran-ajaran yang dipandang sakral oleh setiap pemeluknya
dan seringkali agama dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan setiap
kehidupan baik secara pribadi atau sosial. Setiap penganut agama berupaya
sekuat mungkin untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama dalam prilaku sosial
sehari-hari. Refleksi dari ajaran agama tersebut nampak dalam diri manusia
pada bentuk perilaku keagamaan baik secara individu maupun kolektif.

Agama merupakan keyakinan yang bersifat pribadi dan prinsipil, tetapi
hampir semua agama sekarang telah di lembaga-kan oleh para penganut
sebagai wadah kelompok yang memiliki keyakinan yang sama. Sehingga
agama yang telah menjadi lembaga atau institusi tersebut mengemban tugas
untuk mempertahankan keutuhan masyarakat baik dalam lingkup lokal,
regional, nasional maupun internasional. Agar supaya agama mampu
menjadikan setiap ajarannya berpengaruh terhadap signifikansi demi
terwujudnya cita-cita masyarakat baik jasmani maupun rohani. Secara
fungsional agama sebagai lambang pemersatu umat baik yang bersifat nyata

maupun bersifat gagasan, yang bersifat suci dan bersifat keduniawian.

'L. Leayendecker, Tata, Perubahan dan Ketimpangan. Suatu Pengantar Sejarah
Sosiologi. (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 1983), him. 298.
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Prinsip dari setiap agama merupakan nilai-nilai luhur seperti kebaikan,
keadilan, kebersamaan, kesalehan dan lain sebagainya. Dan juga, agama
mengajarkan cinta kasih dan perdamaian kepada siapapun tanpa membedakan
latar belakang apapun termasuk perbedaan keyakinan.

Ajaran tentang kasih sayang dan cinta kasih tersebut seakan tidak
berlaku ketika agama menjadi legitimasi terjadinya konflik. Dan seringkali
agama berperan penting terhadap terjadinya konflik yang bersifat komunal.
Ada beberapa faktor yang menciptakan pertentangan atau konflik antar
komunitas keagamaan, dan ketika itu pula agama yang bernilai kedamaian dan
kasih sayang akan berubah menjadi komunitas yang tertutup, agresif dan
ekslusif. Agama dijadikan alat untuk menyatukan massa dan melegitimasi
tindak kekerasan terhadap kelompok lain. Sehingga dalam aktualisasinya,
dalam kehidupan beragama seringkali terjadi konflik-konflik sosial yang
bernuansa agama atau menjadikan agama sebagai spirit dan pelumas untuk
meningkatkan eksalasi konflik, akibatnya konflik dan kerusuhan tidak dapat
dihindari dan pasti akan merugikan semua pihak.

Sumber dari setiap konflik serinkali terjadi dengan menjadikan
keyakinan sebagai asas untuk membenarkan tindakan, karena kebanyakan
keyakinan (iman) bersifat doktriner. Yakni setiap pihak mempunyai gambaran
tentang ajaran agama dan berusaha memberikan penilaian terhadap agama lain
bahwa agama mereka yang paling benar dan yang lain sebaliknya. Padahal
problem perbedaan tersebut bila berdasarkan asas kebhinnekaan dan pluralitas

seharusnya diterima sebagai dinamika dan rahmat.



Hal lain yang seringkali menjadi sumbangsih terhadap terjadinya
konflik adalah kesombongan religius, prasangka, dan intoleran yang hanya
akan menimbulkan ketegangan dan konflik.” Dan heterogenitas si masing-
masing agama ternyata merupakan suatu fenomena yang tidak bisa diingkari
seperti dalam agama Kristen antara Katholik dengan prostetannya, dalam
Buddha antara Mahayana dengan Hinayana, dalam Hindu antara Siwaisme
dengan Brahmaisme, dan termasuk dalam agama Islam yang bila mengacu
pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73
golongan.

Perkembangan komunitas muslim hari ini merupakan bagian dinamis
dari dunia Islam, interaksi yang panjang antara kondisi yang berubah dan nilai-
nilai Islam yang abadi telah menawarkan pola, gagasan serta basis bagi
perkembangan kehidupan sosial-kultural Islam. Oleh karena itu, khazanah
Islam dalam lingkup yang luas mengandung banyak analisis penting dan
bernilai yang secara umum dapat dibagi menjadi dua tema umum, yaitu unsur
dasar kesinambungan pengalaman Islami, dan unsur keragaman dari berbagai
komunitas muslim.

Sesungguhnya dalam pemikiran dan peradaban Islam tidak ada
dominasi budaya, dominasi pengetahuan, dan nilai kebenaran, serta dominasi
epistemologi. Yang ada adalah interaksi antar karakter lokal dari masing-
masing gejala komunitas masyarakat di mana ia berada. Dengan kata lain,

Islam hidup dan berkembang disebabkan oleh adanya pertautan nuansa

? Hendro Puspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), him. 154.
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semangat yang bersifat universal dengan nuansa lokal kemasyarakatan. Tidak
mungkin Islam berdiri sendiri, karena Islam sendiri tidak lepas dari ruang dan
waktu dan hal lain ini telah ikut mewarnai Islam.

Permasalahan minoritas dalam Islam, dapat dilihat sebagai sesuatu yang
promblematis oleh pihak luar, karena Islam menjelaskan bahwa politik
bukanlah suatu aktifitas independen, melainkan suatu hal yang tidak dapat
dipisahkan dari kepentingan. Mengutip perkataan Thaib, “negara haruslah
dibentuk sesuai dengan model-model Islami*. Pernyataan tersebut nampaknya
memberikan kesan terbentuknya negara Islam, seolah-olah Islam adalah
negara, bukan sebagai agama. Padahal Alqur’an sendiri tidak pernah
mengatakan bahwa adanya negara Islam, melainkan negara dalam konsep dan
pandangan Islam. Karena corak masyarakat beraneka ragam, Islampun
menghargai pluralisme. Pluralisme dapat diartikan seorang muslim wajib
menghormati agama-agama lain dan mengakui segala hak dan kemerdekaan
pemeluk agama-agama tersebut.

Berbagai kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah di
Indonesia, seperti kasus Cikeusik Pandeglang, Temanggung, dan penyerangan
pondok pesantren di Pasuruan, pada dasarnya merupakan akibat dari konflik
antar “agama” yang berbeda. Masing-masing pihak mengklaim bahwa
dirinyalah yang paling benar (truth of clime), sedangkan pihak lain salah.
Persepsi agama yang berkembang bahwa perbedaan adalah suatu yang buruk,
sesuatu hal yang mengancam, bahkan suatu hal yang menakutkan

(Islamophobia). Akibat dari perseteruan tersebut, adalah kesengsaraan semua



pihak. Dampak yang ditimbulkan atas konflik merupakan kerugian yang bagi
rakyat. Rakyat kecil menjadi korban, kehilangan tempat tinggal dan lain
sebagainya.

Perseteruan ataupun kerusuhan di suatu daerah, pada akhirnya
merambat ke daerah yang lain. Konflik antar agama dapat memicu konflik bagi
daerah lain dikarenakan adanya ikatan emosional yang begitu kuat, ikatan
sebagai saudara seiman. Hal serupa pernah terjadi di daerah Mataram, Lombok
(Februari 2000) saat umat Islam melakukan tablig akbar dalam rangka refleksi
terhadap umat Islam di Ambon, hal ini berakhir dengan kerusuhan berupa
pengrusakan tempat-tempat ibadah dan sarana pendidikan umat Kristiani.

Terlepas dari provokator dan lain sebagainya yang biasa menjadi
kambing hitam dalam setiap terjadi kekacauan (chaos), yang jelas umat
beragama belum mempunyai kontrol emosi yang memadai sehingga begitu
mudah terpancing untuk melakukan berbagai macam tindakan anarki.

Sentimen keagamaan dan fanatisme membuat paling tidak banyak
memberi andil atas terciptanya setiap adegan kerusuhan dan terjadinya konflik.
Menurut C. Syamsul Hari, bahwa konflik yang mengatasnamakan agama pada
umumnya disebabkan oleh penyimpangan proses sosial yang berkolerasi logis
sebagai bagian dari interaksi sosial antar umat beragama.

Dari fenomena-fenomena tersebut setidaknya dapat dijadikan hipotesis
awal bahwa sampai saat ini, kesadaran pluralitas dalam beragama belum
menyentuh sisi kesadaran paling dalam pada jiwa para pemeluk agama.

Artinya, slogan-slogan bahwa agama mengajarkan cinta kasih dan perdamaian,



tidak menyukai tindakan kejahatan dalam bentuk apapun, hanyalah omong
kosong.

Islam sebenarnya telah mengajarkan etika global, suatu kebaikan yang
dapat dinikmati segenap umat manusia, bahwa “Kamu adalah umat terbaik,
dilahirkan untuk segenap umat manusia, menyuruh orang berbuat baik dan
melarang perbuatan munkar, serta beriman kepada Allah SWT. (QS. 3/ Ali
Imran: 110).

Abdullah Yusuf Ali mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa
sebagi agama yang bersifat universal, Islam mengandung tiga arti. pertama,
iman. kedua, berbuat baik. Ketiga, menjauhkan diri dari kebatilan. Oleh karena
itu menurut Ali, kehadiran umat Islam bukan hanya untuk dirinya sendiri,
malainkan untuk seluruh umat.?

Sebagai contoh, aliran Ahmadiyah di Indonesia dengan konsep
“nabi”nya santer terdengar ditengah kerukunan dan pluralisme beragama.
Kasus kekerasan dan marjinalisasi yang menimpa Aliran Ahmadiyah Indonesia
merupakan persoalan serius karena muncul dalam prinsip keyakinan. Adanya
perbedaan dalam berijtihad dan berkeyakinan tersebut, memunculkan reaksi
yang keras dan di luar batas kemanusiaan. Hal ini, disamping sebagai problem
perbedaan berkeyakinan, juga sebagai problem dalam Islam itu sendiri. Karena

bagaimanapun juga Ahmadiyah tetap meyakini Allah SWT adalah Tuhannya

* Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Teologi Kerukunan (Prenada: Jakarta,2010), him.
22.



dan Islam adalah agamanya, persoalannya adalah keyakinan tentang konsep
kenabian.

Secara historis, Gerakan Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam
Ahmad di India. Ahmadiyah masuk Indonesia sekitar tahun 1935. Kini
Ahmadiyah Indonesia sudah mempunyai sekitar dua ratus cabang terutama
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Palembang, Bengkulu,
Bali, NTB, dan lain-lain. Pusatnya saat ini di Parung, Bogor, Jawa Barat.
Ahmadiyah memilikit dua keyakinan yang berbeda dalam konsep tentang
kenabian. Pertama, Lahore, yang masih meyakini Nabi Muhammad sebagai
Nabi terakhir. Kedua, Qodian yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-
Mahdi dan menjadikan Tadzkirot sebagai kitab suci mereka.

Gerakan Ahmadiyah telah berkembang di Indonesia sejak sebelum
kemerdekaan dan selalu mendapat rongrongan dari umat Islam yang lain
tertutama dari aliran tradisional dan modern. Keyakinan tentang Nabi terakhir
tersebut menjadi landasan kenapa Ahmadiyah selalu menjadi persoalan di
Indonesia hingga kini. Perbedaan tersebut menjadikan umat Islam yang tidak
sepaham melakukan perbuatan yang intoleransi dan keluar dari wajah Islam
yang ramah, lebih-lebih yang sering terjdi akhir-akhir ini telah banyak terjadi
kekerasan bahkan pembunuhan pada jama’ah yang menganut aliran
Ahmadiyah.

Di Kecamatan Singaparna Kabupataen Tasikmalaya terdapat kelompok
Ahmadiyah, dan berkembang di tengah masyarakat yang mayoritas warga

Nahdliyyin, yang jaraknya hampir berdekatan dengan pondok pesantren



modern Cipasung yang notabanenya NU. Di samping itu pula di daerah
tersebut terdapat kelompok agama lain seperti Muhammadiyyah dan
sebagainya. Ahmadiyah memang merupakan kelompok agama yang penuh
kontroversi sejak beberapa puluh tahun. Sudah banyak penyeranagan dan
pengrusakan terhadap jemaat Ahmadiyah di beberapa tempat.

Hal ini kemudian mendorong lahirnya SKB 3 menteri, yang
ditindaklanjuti oleh gubernur Jawa Barat dengan mengeluarkan peraturan
tentang pelarangan aktifitas Ahmadiyah sehingga menimbulkan pro dan kontra.
Peraturan gubernur tersebut untuk mencegah terjadinya konflik horizontal
Ahmadiyah dengan kelompok agama lain. Pasca di keluarkannya Pergub,
nampaknya ditanggapi secara beragam termasuk kelompok agama misalnya
Nahdatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), front Pembela Islam
(FPI), Muhamadiyah, bahkan Ahmadiyah itu sendiri.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, supaya
penelitian ini dapat terfokus dan terarah, maka akan dirumuskan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan ormas Islam di Kecamatan Singaparna dalam
menanggapi peraturan gubernur tentang pelarangan aktifitas Ahmadiyah?
2. Bagaimana sikap ormas Islam  dalam mengimplementasikan Pergub

tersebut?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami pluralisme dan mampu menganalisis hal tersebut dengan kaca
mata pluralisme.

2. Mengetahui dampak kasus kekerasan atas dasar agama yang sering terjadi di
tengah-tengah kita dan mampu mencerna secara sosiologis.

Sedangkan manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Manfaat akademik, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi riil bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun wawasan
tentang agama dan pluralisme.

2. Manfaat terapan, yakni penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi
masyarakat dalam memahami fenomena sosial yang berkembang di
masyarakat. Juga, diharapkan masyarakat mampu mencerna perbedaan yang
ada di dalam masyarakat dan mampu memahami dan membumikan
pluralisme di Indonesia

D. Telaah Pustaka
Kajian mengenai kekerasan dalam kelompok-kelompok agama,
sebenarnya telah banyak dilakukan dalam berbagai sudutpandang. Kajian yang
relevan misalnya skripsi Ridho Mujtahidul, dengan judul “Pluralisme agama
dalam tafsir Al-Qur’an modern (kajian Tafsir Al-Manar dan Fi Zilalil Qur’an)
yang membahas tentang pluralisme agama dan respon terhadap pluralisme

tersebut, yang memetakan paradigma tafsir Al-Qur’an modern serta pandangan



tafsir Al-Manar and Fizilalil Qur’an yang menitiberatkaan pada sikap
kehidupan beragama para pemeluk agama yang beragam di Indonesia.*

Di jelaskan dalam bukunya Prof. Iskandar Zulkarnain yang berjudul
Gerakan Ahmadiyah di Indonesia bahwa sebagai gerakan dakwah®,
Ahmadiyah menitik beratkan aspek spiritual yang bersifat Madiistis, yakni
adanya keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-mahdi atau “juru
selamat” yang mengemban misi melenyapkan kegelapan, dan menciptakan
perdamaian dunia. Disamping itu Ahmadiyah menempatkan diri sebagai
gerakan pembaruan yang bertujuan mengembalikan umat Islam pada pangkal
kebenaran Islam berdasarkan Qur’an dan Hadist, dan menyebarkannya
menurut ajaran Ghulam Ahmad berdasarkan wahyu yang diterimanya.

Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, khususnya Ahmadiyah Lahore
dipandang lebih dekat dengan golongan Sunni karena meyakini bahwa Nabi
Muhammad adalah Nabi terakhir dan tidak ada lagi Nabi setelah itu.
Kedudukan Ghulam Ahmad dianggap hanya sebagai pembaharu. Literatur-
literatur keagamaan mereka yang bercoraknnasional, meskipun secara
kelembagaan tidak mendapat respon, namun secara individual telah
memberikan pengaruh kepada umat Islam Indonesia.

Terlepas dari setuju atau tidak, secara empiris dan objektif kehadiran

Ahmadiyah di Indonesia yang banyak mendapat tentangan dari para Ulama’

* Ridho, Mujtahidul, Pluralisme Agama dalam Tafsir Al-Qur’an Modern (Kajian

Tafsir Al-Manar dan Fi Zilalil Qur’an, Yogyakarta, hal. 13.

® Prof. Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS,
2005
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dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya seperti Nahdlotul Ulama’,
Muhammadiyah, Persatuan Islam, tapi ternyata masih bisa bertahan sampai
sekarang ini.

Dijelaskan dalam buku ini mengenai posisi Ahmadiyah, khususnya
Ahmadiyah Qodian, dalam keputusan dan rekomendasi organisasi-organisasi
Islam sedunia (Rabithah ‘Alam Islami) di Makkah tanggal 14-18 Rabi’ul
Awwal 1394 H. Dinyatakan sebagai golongan kafir dan keluar dari Islam. Dan
juga tokoh-tokoh Indonesia yang mengeluarkan fatwa yang sama yakni alm.
Hamka (sebagai MUI), K.H Hasan Basri (sebagai Ketua MUI), dan Quraish
Shihab (sebagai ketua majlis fatwa MUI).

Sedangkan dalam bukunya Asep Burhanuddin yang berjudul “Ghulam
Ahmad: Jihad tanpa Kekerasan™,® diterangkan bahwa Ghulam Ahmah sangat
menolak adanya kekerasan atas hama agama atau jihad Islam dalam bentuk
fisik jika syarat-syarat untuk ditegakkannya jihad dalam bentuk ini tidak
terpenuhi, yakni perang tersebut dilakukan untuk mempertahankan diri dari
serangan fisik musuh Islam yang terang-terangan ingin menghancurkan Islam.

Ghulam Ahmad dengan tegas menolak segala bentuk kekerasn fisik
yang mengatasnamakan agama Islam untuk keperluan ambisi pribadi,
kelompok, politik, dan pemberontakan. Jika hal itu dilakukan, maka akan

terjadi pertumpahan darah atas nama jihad Islam, yang hanya berakibat akan

® Asep Burhanuddin, Ghulam Ahmad: Jihad Tanpa Kekerasan, Yogyakarta: LkiS,

2005.
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menodai nama baik Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kasih
sayang, keadilan dan kedamaian.

Menurut Ghulam, setiap muslim yang baik sebaiknya berjihad dengan
sungguh-sungguh untuk meningkatkan diri secara bertahap dari tahapan dan
keadaan alaminya (‘ammarah) ke tahapan dan keadaan akhlaki
(lawwamah)sampai ke tahapan dan keadaan rohani (muthmainnah).

Sedangkan dalam skripsi Nasiruddin  Nasir yang berjudul
“Keberagamaan Jama’ah  Ahmadiyah Indonesia (studi  organisasi

keagamaan)™’

. Dalam skripsi ini deterangkan bahwa Jama’ah Ahmadiyah
sebagai organisasi keagamaan yang memiliki perbedaan dengan agama Islam
pada umumya terutama dalam hal peribadatan. Jama’ah ini dinilai sebagai
jama’ah yang ekslusif dan kurang memperlihatkan kegiatannya kepada yang
jama’ah yang lain. Jama’ah ini juga mengharuskan nikah dengan orang yang
sejama’ah dan bila ada orang yang ingin masuk jama’ah ini maka harus
dibai’at terlebih dahulu.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sifat ekslusif tersebut sangat
mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan mereka dengan masyarakat
sekitar yang berada di luar jama’ah Ahmadiyah. Sehingga masyarakat yang

berada di luar organisasi keagamaan ini menganggap anggota jama’ah tersebut

kurang bisa bersosialisasi sebagai masyarakat sosial.

7 Skripsi Nasiruddin Nasir, Keberagamaan Jama’ah Ahmadiyah Indonesia (Studi

Organisasi Keagamaan), Skripsi Perbandingan Agama, Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga,
2003.
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Dalam skripsi Juarsih yang berjudul “Konflik Sosial keberagamaan
Ahmadiyah Qodian Dan NU” (Studi Kasus Di manis Lor Kuningan Jawa
Barat), dalam penelitiannya membahas tentang faktor-faktor penyebab dan
dampak konflik Ahmadiyah Qodian dan NU.?

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Ahmadiyah Qadian telah
menyimpang dari agidah Islam yang telah diyakini olenh mayoritas umat Islam
dalam adanya Nabi terahir yakni Muhammad, termasuk NU yang ada di daerah
penelitian. Sehingga perbedaan keyakinan inilah yang menjadikan adanya
konflik agama yang merembet ke konflik sosial antara Ahmadiyah dan NU.

Dari beberapa literatur di atas serta literatur-literatur lain yang pernah
penulis baca, kiranya penelitian dengan tema “Peraturan Gubernur Tentang
Pelarangan Aktifitas Ahmadiyah dalam Makna Kelompok Agama, Studi Kasus
Di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang akan penulis teliti ini
belum pernah diteliti oleh orang lain. Maka dari itu, penelitian ini layak
diajukan.

. Kerangka Teoritik

Fenomena sosial yang berkembang menjadi konflik terjadi di mana-
mana dan tidak bisa dihindarkan. Ralf Dahrendorf memetakan masyarakat
mempumyai dua wajah yaitu konsensus dan konflik. Konflik (pertentangan

sosial) merupakan suatu proses agen perubahan sosial dalam masyarakat.

8 Juarsih, Konflik Sosial Keagamaan Ahmadiyah Qodian dan NU, Studi Kasus di
Manis Lor Kuningan Jawa Barat, Skripsi Jurusan Perbandingan Agama, Ushuluddin, UIN
Sunan Kalijaga,2003.
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Konflik menurutnya, mempunyai fungsi memberikan kontribusi terhadap
integrasi sistem sosial, yang mengakibatkan perubahan sosial.’

Dalam studinya Ralf, Dahrendrof menganalisa masyarakat dengan
peraturan konflik dalam suatu kelompok yang terlibat, sehingga mengakui
adanya “kepentingan” yang dalam hal ini mengakui akan keadilan fundamental
dari pihak lawan. Disamping itu peraturan konflik baginya, merupakan
refresentasi suatu kelompok dalam memainkan peranan tertentu yang
menyediakan hubungan sosial bagi mereka.*

Teori konflik sebenarnya dibangun untuk menentang secara langsung
teori struktural fungsional yang diklaim miliknya Talcott Parson. Teori ini
muncul dalam tradisi sosiologi Amerika sekitar tahun 1960-an yang merupakan
kebangkitan kembali berbagai gagasan yang diungkapkan sebelumnya oleh
Karl Marx dan Max Weber. Kedua tokoh ini memang tidak asing lagi dalam
percaturan “konflik” sebagai bagian dari proyeknya. Meskipun memiliki
konsentrasi yang sama, nampakanya kedua tokoh ini memiliki objek studi yang
berbeda, begitu pula dengan Ralf Dahrendorf seperti yang disebutkan di atas.™

Oleh karena itu, teori konflik terpecah menjadi beberapa bagian yaitu
teori konflik ala neo-Marxian dan konflik ala neo- Weberian. Kedua madzhab

ini memiliki retorikanya masing-masing dan menolak tegas mengenai tesis

° Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Terj. Ali Mandan
(Jakarta: Rajawali ,1986), him. 256.

1% bid, hlm.180-182.

"' Nasrullah Nazsir, Teori-Teori Sosiologi, (Bandung: widya Padjajaran, 2008).

him.19.
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yang diajukan oleh Ralf, sebagai masyarakat cenderung kepada beberapa
konsensus dan harmoni dimana struktur masyarakat bekerja untuk kebaikan
bagi setiap orang. Determinasi utama, proyek Marxian dan Weberian
memandang konflik sebagai akibat dari pertentangan kepentingan secara
individu dan kelompok yang dimanifestasikan dalam kehidupan sosial yang
terlembagakan. lembaga yang dimaksud bukan dimaknai sebagaimana
bangunan fisik misalnya bentuk Masjid dan Sekolah, namun lebih pada upaya
memberikan status.

Dengan kata lain, struktur sosial masyarakat terbangun atas sumber
daya yang dimilikinya, dan hal ini sangat ditentukan oleh upaya-upaya yang
dlakukan masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya.
Sumber daya ini dalam kadar tertentu memiki keterbatasan sehingga tidak
mampu menahan persinggungan yang terjadi yang pada akhirnya melahirkan
yang namanya konflik. Konflik dapat terwujud menjadi konflik yang sifatnya
terbuka (manifest) sebagai cara lain dalam menunjukan identitas seseorang.

Misalnya seorang Sopir angkutan kota (ANGKOT) memukul Sopir
angkutan lain yang tidak terima dengan jatah penumpangnya. Selain itu konflik
juga dapat terbentuk menjadi konflik yang sifatnya terselubung (laten), yang
hal ini timbulnya rasa saling mencurigai antar individu maupun kelompok yang
dianggap berbeda dengannya.

Dalam konteks konflik yang sifatnya latent, misalnya merebaknya
konflik horizontal Ahamadiyah yang terjadi di banyak daerah, di karenakan

adanya stigma bahwa aliranan Ahmadiyah merupakan aliran Islam sempalan
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yang dianggap menodai ajaran agama Islam. Dengan konsep kenabiannya,
bahwa Nabi Isa sudah wafat dan di kuburkan di India. Menurut ajaran
Ahmadiyah bahwa Nabi Isa ketika dikejar—kejar orang Yahudi lari ke Kasmir,
menetap dan sampai meninggal dunia di sana.

Perbedaan pemahaman sebagaimana yang dimilki Ahmadiyah di atas,
begitu pula dengan kelompok agama yang lainnya merupak salah satu dari
sekian contoh terbentuknya friksi negatif. Secara politik, konflik merupakan
sesutu hal yang fundamental, baginya kehidupan sosial yang terbentuk
merupakan arena mendapatkan kekuasaan dan dominasi terhadap yang lain
entah kerena memiliki nilai ekonomi atau motivasi yang lainnya. Adalah Karl
Marx yang melihat konflik dengan kepentingan ekonomi sebagai basis
utamanya, maka Weber menunjukkan konflik sebagai bagian dari penegasan
gagasan dan cita- cita. Gagasan tersebut tidak sebatas pada organisasi politik
formal, melainkan terjadi dalam tipe kelompok seperti organisasi keagamaan
dan pendidikan.

Dalam pandangann Weber, bahwa orang seringkali tertantang untuk
memperoleh dominasi dalam hal pandangan dunia mereka, baik berupa doktrin
keagamaan, filsafat sosial, maupaun konsepsi tentang bentuk gaya hidup
kultural yang terbaik. Lebih dari itu, gagasan dan cita-cita tersebut bukan
hanya dipertentangkan, tetapi dijadikan senjata maupun alat dalam
pertentangan lainnya. Dengan demikian, terjadinya kerusuhan, perkelahian,

pada saat yang sama untuk memperoleh kekuasaan dan berusaha untuk
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meyakinkan satu sama lain, bukan kekuasan mutlak yang mereka tujukan tetapi
pada kemenangan yang secara etis dan filosofis benar.

Meskipun sesungguhnya tidak ada yang tahu apakah maksud dari
semua itu, apakah membenarkan tentang “suatu kebenaran” ataukah murni
kepentingan dalam mempertahankan status quo.'? Dengan demikian, jelaslah
bahwa Weber bukan seorang yang matrealis ataupun idealis. Dalam kajian
sosiologi  modern, ia seringkali disebut sebagai pemikir yang
mengkombinasikan pola penjelasan matrealis dan idealis dalam pendekatan
dan interpretasi soiologis yang bersifat menyeluruh.

Jika diruntut mengenai perbedaan konsepnya, maka Marx berpendapat
bahwa konflik pada dasrnya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap
kekuatan produksi. Karenanya kekuatan-kekuatan itu dikembalikan kepada
seluruh masyarakat. Jadi begitu kapitalis digantikan dengan sosialisme, maka
kelas-kelas sosial akan terhapuskan dan pertentangan kelas akan terhenti
dengan sendirinya. Selanjutnya Weber memiliki pandangan yang jauh
pesimistik, ia percaya bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip
kehidupan sosal yang sangat kukuh dan tak dapat dihilangkan.

Suatu tipe Masyarakat masa depan, baik kapitalis, maupun sosialis akan
tetap bertarung mempertahankan sumber daya yang dimiliki. Karena itu,

Weber selalu menduga bahwa pembagian atau pembelaan sosial adalah ciri

2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT.Raja Grafino Persada,
2007). him.351
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permanen dari semua masyarakat yang sudah kompleks. Meskipun tentu saja
tingkat kekerasan secara substansial dapat bervariasi.*®

Tokoh utama teori konflik setelah Max, Weber, maupun Ralf, adalah
konflik berdasarkan pemahaman lewis A.Coser. Coser namapaknya seorang
yang berjasa dengan pendekatan integrasinya mengenai konflik, sebagaimana
yang disebutkan oleh Marx dan Weber. Konsepsi Coser dianggap sebagai
konsep yang mampu menjembatani perseturuan intelektual yang tak pernah ada
habisnya itu.

Dalam membahas situasi konflik, Coser membedakan konflik yag
relaistis dari yang tidak realistis. Konflik yang realistis menurutnya, berasal
dari kekecewaan dari tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan
dan dari perkiraan kemungknan objek yang dianggap mengecewakan. Sebagai
contoh, karyawan yang mengadakan mogok kerja untuk mengadakan
perlawanan terhadap pihak manajemen perusahaan merupakan konflik yang
realistis.

Sementara konflik yang tidak realistis bukan berasal dari tujuan
persaingan yang antagonistik, tetapi bagian dari kebutuhan untuk meredakan
ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Contoh lain, adalah hubungan
antar kelompok, yang dijadikan kambing hitam sebagai gambaran disaat
seseorang menggunakan kelompok pengganti sebagai objek tersangka dengan

tidak melepaskan prasangka mereka terhadap kelompok lawan. Jelasnya, ada

3 bid. him. 361.
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orang yang memainkan peran dalam membuat skenario dan duduk dibelakang
layar, “dramaturgi” meminjam istialh Erving Goffman.

Konflik merupakan aspek intrinsik yang tidak mungkin diingkari dalam
perubahan sosial. Konflik juga merupakan suatu ekspresi heterogenitas
kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi yang
ditimbulkan oleh perubahan sosial yang bertentangan dengan hambatan yang
diwariskan.™*

Jika dihubungkan dengan Kemajemukan bangsa Indonesia baik suku,
ras, agama maupun perbedaan pandangan dan pendapat dalam melihat realitas
tersebut, tentu merupakan kekayaan dan kebangaan tersendiri yang tidak
dimiliki bangsa lain. Namun dengan keragamaan akan perbedaan itu seringkali
mengarah terhadap disintegrasi bangsa, terutama klaim dari kelompok satu
kepada kelompok lain yang memicu perang ide (counter ideas) sehingga
berakhir pada perang fisik. Untuk menghindari hal itu, maka diperlukan
kearifan, toleransi, tenggang rasa, dan dialog antar umat beragam sehingga
mampu menciptakan tatanan masyarakat yang heterogen dan pluralistik.

Pada prinsipnya Islam adalah agama sempurna. Namun ketika Islam
dijabarkan secara operasional, tentu melahirkan penafsiran Islam yang beragam
(multi tafsir).  Dengan munculnya kelompok intelektual yang serba

memformalkan Islam dikhawatirkan Islam akan kehilangan relevansinya

14 Budhi Satrio , Resolusi Damai Konflik Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers,
2000), him 7.
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sebagai rahmatan lil ‘alamiin.15 Keunggulan komparatif yang dimiliki ajaran
Islam hanya berguna apabila digunakan untuk kepentingan keseluruhan umat
manusia. Hal ini terlihat dalam lima buah jaminan Islam terhadap masyarakat
baik secara perorangan maupun sebagai kelompok yakni:
1. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan
hukum.
2. Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk
berpindah agama.
3. Keselamatan keluarga dan keturunan.
4. Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum dan
keselamatan profesi.*®
Sedangkan Alwi Shihab mempunyai pandangan yang berbeda dalam
memahami kemajemukan di Indonesia. Kemajemukan itu sendiri memiliki
kesamaan istilah antara lain masyarakat “berperadaban”, “beraneka ragam”,
atau juga disebut pluralisme. Pluralisme dalam istilah Alwi Shihab, tidaklah
semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun
keterlibatan secara aktif terhadap realitas majemuk tersebut sehingga akan
melahirkan interaksi positif. Selain itu, pluralism baginya bukan

kosmopolitanisme.

> Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1999),
him.196.

'* Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Yogyakarta:
Desantara, 2001), him. 180.
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Karena kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realitas dimana
keanekaragaman agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi,
namun interaksi positif yang berkembang di dalamnya sangat minim dan malah
tidak ada sama sekali. lebih jauh lagi pluralisme tidak sama dengan relativisme
karena konsekuensi dari relativisme agama adalah munculnya doktrin bahwa
semua agama adalah sama, hanya didasari pada kebenaran agama walaupun
berbeda-beda satu sama lain tetapi harus diterima.

Seorang penganut paham relativisme tidak mengenal adanya kebenaran
universal yang ada pada agama. Alwi Shihab juga mengemukakan pluralisme
agama bukan singkritisme, yakni untuk menciptakan agama baru dengan
menggabungkan unsur-unsur tertentu dari beberapa agama menjadi satu
integral dalam agama baru."’

Menurut Alwi Shihab ada tiga hal sikap masyarkat dalam menghadapi
perbedaan pandangan baik agama, budaya, maupun idiologi yaitu:*®

1. Sikap ekslusif: dalam pandangan ini setiap kelompok menyatakan
pandanganya yang paling benar, superior dan satu-satunya jalan keselamatan
hanya milik kelompoknya, sedangkan di luarnya tidak ada keselamatan, tidak
benar dan inverior serta harus dimatikan.

2. Dalam pola ini konflik dan kekerasan tidak dapat dihindari karena setiap

kelompok merasa superior dan yang paling benar. Hubungan yang terjadi

Y Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung:

Mizan 1997), him. 41-42

'8 B. Munawar Rahman, “Pluralisme dan Teologi Agama-agama Islam-Kristen”, Th.
Sumartana, dkk., Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia (Yogyakarta:
Interfedie, 2001), him. 176-187
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antara kelompokpun merupakan relasi-konflik dan klaim-klaim kebenaran
bersifat absolute adanya.

. Sikap inklusif: dalam pola ini masing-masing kelompok berusaha menahan
diri dan menghindari konflik. Sikap menghormati, toleransi dan dialogpun
sudah berjalan meskipun besifat sederhana. Kelompok lain tidak dilihat
sebagai ancaman dan masing-masing kelompok diberi kebebasan untuk
melakukan peribadatan. Dalam pola ini belum ada saling menerima pendapat
positif dari kelompok lain.

. Sikap paralesisme/pluralis: paradigma ini percaya bahwa setiap agama
mempunyai jalan keselamatan. Perbedaan agama maupun budaya tidak
mengalangi proses dialog dan kerjasama antara mereka.

Proses dialog dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba
pengetahuan dan mencari persamaan-persamaan dalam rangka menyelesaikan
masalah bersama seperti, keadilan, HAM, kemiskinan, kebodohan dan
sebagainya serta melakukan kerjasama. Dalam tujuan dialog bukan berusaha
mencari benar atau salah tetapi yang terpenting adalah mencari titik temu. Dan
kebenaranpun bersifat relatif, sikap pluralis merupakan pengembangan yang
lebih liberal dari sikap inklusif.*

Masing-masing kelompok berusaha saling mengoreksi dirinya dan
kesediaan untuk menerima pendapat kelompok lain secara rasional dan

profesional serta memandang kelompok lain sebagai patner.

9 Alwi Shihab, Islam Inklusif..., him. 41
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F. Metodologi Penelitian
1. Model Penelitan

Melihat dari masalah yang akan diteliti, pada dasarnya masalah itu
hendak mencari jawaban deskrifsi-ekspalansi, sehingga dalam penlitian ini
dikategorikan dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Sudarwan Danim,
metode kualitatif lebih menekankan terhadap proses kerja, yang seluruh
fenomena yang dihadapi dan diterjemahkan dalam kehidupan, memberi titik
tekan pada makna, yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah
kehidupan manusia.?

Selain itu penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan
induktif. Abstraksi-abstraksi disusun oleh peneliti, dideskripsikan, dengan
data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Kalaupun
ada hanya sebagai penunjang. Sehingga tesis yang dihasilkan tidak bersifat
baku, tetapi bersifat berkembang, berubah, sambil berjalan.?*

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam konteks ini adalah penelitian lapangan (field
research) yang menitik beratkan terhadap kondisi masyarakat sekitar yang
menjadi objek penelitian. Model ini dimaksudkan untuk mengetahui secara
langsung bagaimana efek maupun pengaruhnya terhadap kondisi dan situasi
masyarakat tertentu yang menjadi objek penelitian.

3. Sifat Penelitian

%% Sudarman, Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung; CV .Pustaka Setia,
2000), hal.51.

1 1bid, him.51.
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Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriftif-analitik.
Artinya peneliti  berusaha untuk menjelasakan, mengkritisi, serta
menganalisis, mengenai topik penelitian yang relevan dari berbagai sumber
sehingga nantinya dapat diperoleh hasilnya sehingga penelitiannya dapat
dipertangungjawabkan.
4. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan hermenutik, berupaya untuk
mengelaborasi makna yang tersembunyi dibalik teks yang diterima oleh
peneliti baik berupa lisan maupun tulisan.
G. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data-data diperolen melalui dua cara. Pertama,
wawancara mendalam (Indepth interview) dengan tokoh maupun masyarakat
sekitarnya seputar penelitian atau topik pembahasan. Kedua, menggunakan
observasi partisipatoris, yakni seorang peneliti terjun kelapangan untuk terlibat.
H. Analisis Data
Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
mengunakan logika induktif-deduktif (khusus-umum). Artinya peneliti
berusaha menjelaskan, mempelajari, menganalisis, serta menafsirkan realitas
dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan

observasi tersebut.
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I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini nantinya akan memuat lima bab yang masing-masing bab
memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoretis,
metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tentang deskripsi wilayah yang menjadi obyek
penelitian.

Bab ketiga memaparkan tentang gambaran umum tentang Ahmadiyah,
surat keputusan 3 menteri, dan Pergub tentang pelarangan aktifitas Ahmadiyah

Bab keempat adalah analisis terhadap keberadaan respon kelompok
agama tentang peraturan gubernur terkait pelarangan aktifitas Ahmadiyah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penelitian mengenai sikap kelompok agama terhadap peraturan
gubernur (PERGUB) mengenai pelarangan aktifitas gerakan Ahmadiyah (studi
kasus di kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya). Maka dapat
ditemukan kesimpulan anatar lain: Bahwa pasca dikeluarkannya peraturan
gubernur No.12 tahun 2011 hal ini ditanggapi secara beragam oleh kelompok-

kelompok agama khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Ahmadiyah sendiri menyetujui peraturan gubernur dengan syarat harus
di uji ulang, supaya tidak merugikan Ahmadiyah dan bertentangan dengan
UUD 1945 dan UU no 39 tahun 1999 yang melindungi setiap orang untuk
beragama menurut keyakinan sendiri. Sikap ahmadiyah sudah mengurangi
aktifitasnya yang berhubungan dengan penyiaran ajaran lewat media dan

sebaginya, kecuali dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim

MUI memaknai peraturan gubernur sebagai alat untuk membekukan
Ahmadiyah, karena menyalahi dalam penafsiran nabi terakhir yang sudah jelas
di dalam al quran. Sikap MUI hanya mensosialisasikan Pergub, baik terhadap
Ahmadiyah maupun golongan lain, MUI tidak menginginkan adanya kekerasan

yang di lakukan suatu golonga terhadap Ahmadiyah

105



FPlI memandang bahwa peraturan gubernur alat yang kuat sebagai
tindak lanjut daerah dari SKB 3 menteri, FPI beranggapan pemerintah
mengeluarkan SKB sebagai gerakan FPI pasca serangan terhadap AKBB di
Monas. FPI melakukan pengwasan terhadap aktifitas Ahmadiyah, supaya tidak
ada pelanggaran yang di lakukan Ahmadiyah terhadap Pergub. FPI lebih
menuntut pemerintah supaya menindaktegas Ahmadiyah,dengan alasan supaya

tidak ada lagi penyerangan FPI terhadap Ahmadiyah.

NU mengangap pergub sudah tepat, karena pergub sudah mengatur
Ahmadiyah supaya tidak menyebarkan ajarannya terhadap orang islam yang
lain dan tidak adanya kekerasan terhadap ahmadiyah. Sikap NU tidak
mengedepankan kekerasan di dalam,NU lebih mengedepankan pendekatan
persuasif, karena NU selalu ada di tengah, masalah hidayaah urusan Alloh

bukan paksaan dari seseorang maupun golongan.

Muhammadiyah memandang pergub secara apriasi, tetapi tidak boleh
ada muatan politik atau kepentingan golongan lain, Muhammadiyah
menginginkan adanya upaya tindakan tegas dari pemerintah. Sikap
Muhammadiyah melakukan pendampingan khusus, dengan hrapan Ahmadiyah
kembali kepada Islam yang benar, yang tidak mengakui adanya Nabi setelah

Nabi Muhammad.
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B. Saran-saran
Penulis berharap dalam penyususnan skripsi ini dapat bermanfaat baik
secara akdemis maupun terapan. Dan keapada semua rekan rekan, baik yang
memiliki kepentingan terkait dengan skripsi ini, maupun tidak diharapkan
sumbangan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan penulisan

selanjutnya.
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